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MELANSIR dari situs resmi Direk-

torat Jenderal Pajak (https://pajak.go.id/

reformdjp/coretax/), Coretax merupakan

sistem administrasi layanan Direktorat

Jenderal Pajak yang memberi kemudah-

an bagi pengguna, baik internal maupun

eksternal. Pembangunan Coretax meru-

pakan bagian dari Proyek Pembaruan

Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSI-

AP) yang diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Coretax meningkatkan otomatisasi dan

digitalisasi layanan administrasi perpa-

jakan, menyediakan layanan perpajakan

yang cepat, dapat diakses dari berbagai

saluran (omni channel) dan dapat dimoni-

tor secara real-time oleh Wajib Pajak se-

hingga dapat menurunkan biaya ke-

patuhan (cost of compliance) Wajib Pajak.

Selain itu, Coretax juga berfokus pada

transparansi akun Wajib Pajak yang

memungkinkan Wajib Pajak dapat meli-

hat seluruh transaksi sehingga mem-

permudah Wajib Pajak melakukan pe-

menuhan hak dan kewajiban perpajakan-

nya. Coretax juga meningkatkan peng-

awasan melalui penerapan Compliance

Risk Management (kepatuhan berbasis

risiko) untuk memperkecil risiko ter-

jadinya fraud.

Potensi Coretax: Harapan di

Tengah Tantangan

Sejak mulai diterapkan pada 1 Januari

2025, Coretax telah menjadi topik hangat

dalam diskusi reformasi perpajakan Indo-

nesia. Sistem berbasis teknologi ini diran-

cang untuk menyederhanakan proses ad-

ministrasi pajak, meningkatkan efisiensi,

serta memperkuat penerimaan negara.

Namun, di balik tujuannya, Coretax

menghadapi sejumlah tantangan serius

yang perlu segera diatasi agar tidak men-

jadi penghalang bagi reformasi perpa-

jakan.

Direktorat Jenderal Pajak melalui situs

resminya (https://pajak.go.id) menegaskan

bahwa Coretax adalah fondasi penting un-

tuk modernisasi sistem pajak Indonesia.

Coretax mengintegrasikan seluruh proses

bisnis inti administrasi perpajakan, mulai

dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan

SPT, pembayaran pajak, hingga pemerik-

saan dan penagihan pajak. Dengan inte-

grasi big data dan kecerdasan buatan,

Coretax diharapkan dapat meningkatkan

kepatuhan pajak secara signifikan.

Namun, potensi ini hanya bisa diwujud-

kan jika pemerintah serius menangani

isu-isu teknis dan sosial yang ada.

Keluhan Wajib Pajak dalam

Menggunakan Coretax

Pelaksanaan Coretax sejauh ini meng-

hadapi sejumlah kendala teknis. Selama

dua pekan terakhir, Wajib Pajak mela-

porkan berbagai keluhan, seperti kesulit-

an melakukan pendaftaran, kendala saat

mencoba log in, hingga situs yang gagal

dimuat akibat kapasitas bandwidth yang

terbatas. Selain itu, ditemukan pula keti-

daksesuaian data pajak yang menye-

babkan kebingungan di kalangan penggu-

na. Masalah-masalah ini menunjukkan

bahwa kesiapan teknis sistem masih

belum sempurna, sehingga menghambat

tujuan utama untuk mencapai proses pa-

jak yang efektif dan efisien.

Apa Langkah Selanjutnya?

Pemerintah perlu mengambil langkah

untuk memastikan keberhasilan Coretax,

antara lain menyediakan

tim dukungan teknis yang

responsif untuk membantu

wajib pajak dalam mengha-

dapi kendala. Selain itu, pe-

merintah dapat melakukan

sosialisasi secara masif un-

tuk meningkatkan pema-

haman masyarakat tentang

cara kerja dan manfaat

Coretax. Masyarakat dapat

mencoba mencermati pand-

uan ringkas Coretax yang

tersedia pada situs resmi

DJP (https://pajak.go.id/re-

formdjp/coretax/). Pemerin-

tah juga dapat memastikan

kapasitas sistem memadai

untuk menampung kebu-

tuhan pengguna yang be-

sar. Selain itu, terkait

adanya berbagai penipuan

yang mengatasnamakan Coretax DJP,

masyarakat diimbau untuk mewaspadai

dan berhati-hati pada berbagai jenis

penipuan yang ada.

”Waspada penipuan mengatasnamakan

Coretax DJP. DJP tidak pernah melaku-

kan verifikasi data melalui telepon, What-

sapp atau meminta mengunduh file de-

ngan format APK. Perubahan data dapat

dilakukan secara mandiri melalui sistem

inti administrasi perpajakan atau Coretax

DJP. Tetap waspada terhadap segala ben-

tuk penipuan dan laporkan melalui kanal

pengaduan resmi DJP,” kata DJP dalam

unggahannya, Kamis  (16/1/2025).

Penutup

Coretax adalah inovasi yang berpotensi

menjadi tonggak penting dalam refor-

masi perpajakan Indonesia. Namun, tan-

pa komitmen kuat untuk menyelesaikan

kendala teknis dan sosial, sistem ini

berisiko menjadi beban baru bagi masya-

rakat. Keberhasilan Coretax bergantung

pada kolaborasi pemerintah dan masya-

rakat untuk menghadapi tantangan

yang ada. (*)-d

*)Patricia Paramitha Suci SAk

MSc, Dosen Program Studi Akuntansi,

Fakultas Bisnis dan Ekonomika,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Desa Wisata Jadi Program Unggulan Kemenpar, ’What Next’?

Patricia Paramitha Suci

Untuk menegakkan kedaulatan pangan, peme-

rintah akan melarang impor komoditas pokok.

- Ini  tantangan?

***

Kebakaran Glodok Plaza Jakarta mengakibat-

kan sejumlah warga meninggal.

- Masih banjir juga.

***

Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan

pengawasan penjualan daging.

-Dampak PMK sapi.

Coretax dan Kesiapan Wajib Pajak

DESA Wisata mendapat perhatian

khusus dalam program Kementerian Pa-

riwisata (Kemenpar) di bawah Menteri

Pariwisata Widiyanti Putri Wardhani. Da-

lam Lima Program Unggulan Kemenpar

yang diungkap dalam unggahan IG @ke-

menpar.ri  (11/01/25) terlihat beberapa

program terkait desa wisata. Bahkan pro-

gram unggulan poin lima, tegas menyebut

Kemenpar akan melakukan pengembang-

an kualitas dan kuantitas Desa Wisata se-

bagai salah satu daya tarik pariwisata

Indonesia.

Peningkatan Kualitas Desa Wisata

Desa Wisata sebagai daya tarik wisata

masih diragukan kualitasnya oleh ka-

langan industri. Salah satu indikasi-

nya belum banyak ‘untuk tidak me-

ngatakan belum ada’ industri pari-

wisata yang menjual paket wisata ini.

Kalangan industri ‘seperti ASITA,

ASTINDO dan lainnya yang biasa

menjual paket perjalanan wisata’ be-

lum yakin desa wisata bisa memenuhi

harapan wisatawan. Mereka masih

khawatir dengan produk maupun la-

yanan dari desa wisata, termasuk

kualitas SDM pengelolanya. Seloroh

yang sering didengar, ”Kita tawarkan

paket hari ini, eh...  saat paket laku

enam bulan kemudian,  jangan-jangan

desa wisatanya sudah nggak ada! ”  

Gabungan Industri Pariwisata

Indonesia (GIPI) DIY yang berang-

gotakan 22 asosiasi industri dan profe-

si pariwisata prihatin dengan kondisi

ini. Namun tak hanya prihatin, GIPI

DIY pun bergerak melakukan pendam-

pingan desa wisata agar memenuhi ha-

rapan industri. Ada 10 bidang yang dinilai

bisa meningkatkan kualitas desa wisata,

yaitu pemaketan, kuliner, katering, home-

stay, manajemen event, experiential learn-

ing (outbond), manajemen destinasi, kepe-

manduan, entrepreneurship dan kelestar-

ian lingkungan. Dua bidang terakhir di-

sampaikan menyatu dalam bidang lain-

nya. Intinya, setiap bidang di desa wisata

harus memiliki semangat kewirausahaan

dan memperhatikan kelestarian ling-

kungan.

GIPI DIY menerjunkan Tim Pendam-

ping sesuai bidang yang diampu. Pen-

dampingan untuk peningkatan kualitas

desa wisata ini berjalan  jauh sebelum

Lima Program Unggulan Kemenpar di-

launching. Tahun 2023, pendampingan

selama tiga bulan (September-November)

di Desa Wisata Wukirsari dan Desa

Wisata Krebet, keduanya di Bantul. Desa

Wisata Wukirsari menjadi salah satu desa

wisata terbaik dunia (UNWTO) pada 2024

dan Desa Wisata Krebet menjadi juara

ADWI 2024.

Fokus pendampingan pada peningkat-

an produk dan layanan desa wisata. Desa

wisata harus memiliki paket wisata yang

bertema dan memiliki value lokalitas de-

ngan unique selling point. Tugas ini men-

jadi ”kewajiban” ASITA dan Astindo. Tim

pendamping dari asosiasi ini mendampin-

gi tim penyusun paket desa wisata agar

membuat paket dengan hitungan harga

yang benar. Mengingat selama ini banyak

desa wisata yang membuat harga paket

”asal pantas” atau ”asal untung” tanpa

dasar hitungan yang benar.

Paket yang telah disusun harus

didukung akomodasi penginapan yang se-

suai standar industri. Pendamping dari

PHRI yang bertugas di bidang homestay

desa wisata ini. Mereka mengajarkan

layanan akomodasi penginapan mulai

dari cara menyambut tamu, tata laksana

penyiapan kamar tidur, kamar mandi dan

sebagainya sesuai standar industri.

Pemandu lokal pun harus memiliki

kompetensi memandu yang baik. Disam-

paikanlah Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) pemandu

wisata. Pendamping dari HPI (Himpunan

Pramuwisata Indonesia) mengampu bi-

dang kepemanduan. Para pemandu lokal

desa wisata ditingkatkan kemampuannya

menyusun narasi dan story telling, sehing-

ga saat memandu wisatawan bisa lebih

lancar, percaya diri dan menyampaikan

informasi yang bernilai secara memikat.

Begitu pula kualitas sajian kuliner desa

wisata harus mengedepankan hygienitas

dan penyajian yang menarik. Pendam-

ping dari ICA (Indonesian Chef

Association) berdinamika dengan Tim

Kuliner Desa Wisata. Welcome drink, wel-

come snack, hingga kuliner disajikan de-

ngan memperhatikan kebersihan, aspek

keamanan pangan dan menghindari

penggunaan plastik sekali pakai.

Disarankan Tim Kuliner Desa Wisata

merupakan satu tim tersendiri yang bisa

dikembangkan menjadi unit usaha

mandiri (katering) dengan menerima pe-

sanan atau menjual kuliner keluar, seper-

ti menerima pesanan makan siang kantor

dinas maupun instansi swasta. Di sinilah

pendamping dari PPJI (Perkumpulan

Pengusaha Jasaboga Indonesia) berperan.

Begitu pula pendamping manajemen

event (dari IVENDO), pendamping out-

bond (dari AELI), manajemen destinasi

(dari PUTRI) mengajak tim dari desa

wisata untuk terus meningkatkan stan-

dar layanan pada tamu.  

Agar hasil pendampingan bisa dilihat

pencapaiannya, semua tim pen-

damping menyampaikan catatan se-

belum dan sesudah kegiatan pen-

dampingan dilakukan. Perubahan

dan peningkatan seperti  apa yang

dicapai oleh tim desa wisata. Before

and after-nya bisa dilihat dan menja-

di bahan evaluasi.

Kuncinya di SDM

Potensi desa untuk dikembangkan

menjadi desa wisata sangat luar bi-

asa. Potensi alam, budaya, tradisi, ku-

liner, dan lainnya sangat beragam

dan memiliki kekhasan. Pendeknya,

anugerah potensial untuk menarik

tamu (wisatawan) sudah tersedia.

Kita tinggal mengemasnya secara

menarik, berkualitas dan bisa berke-

lanjutan. Itu artinya, diperlukan sum-

berdaya manusia yang bisa mengelola

dengan baik dan benar.

Karena itu meningkatkan kualitas

desa wisata sangat tergantung pada

sumberdaya manusia (SDM) desa wisata

tersebut. Desa wisata akan berjalan de-

ngan baik dan bisa menjaga standar

kualitas, jika SDM pengelolanya mema-

dai. Bukan desa wisata yang dikelola se-

cara one man show atau dalam seloroh

dikelola secara mandiri, semua ditan-

gani sendiri oleh ketua desa wisatanya.

Setiap bidang sebaiknya ditangani oleh

tim yang khusus. (*)-d

*)Erwan Widyarto, Wakil Ketua GIPI

DIY dan Tim Pokja Klasifikasi Desa

Wisata DIY.

Erwan WidyartoKurasi Produk UMKM
SEKTOR usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) selama ini telah

ditetapkan sebagai salah satu pilar

utama perekonomian Indonesia. Na-

mun kenyataan menunjukkan bahwa

masih banyak UMKM yang nasibnya

tidak semanis program yang selalu di-

dengungkan pemerintah. Akibatnya,

sampai saat ini masih banyak pro-

blem dan kendala dihadapi pelaku

UMKM, meski banyak pula yang telah

berkembang dan mampu menembus

pasar ekspor.

Berbagai upaya juga telah di-

lakukan oleh pemerintah daerah, baik

di tingkat provinsi maupun kabupa-

ten/kota untuk mendorong peningkat-

an kualitas produk UMKM, agar mam-

pu menembus pasar mancanegara.

Seperti dilakukan Pemerintah Kabu-

paten Karanganyar yang melakukan

kurasi produk UMKM setempat untuk

menuju pasar global, 

Kegiatan itu diinisiasi Sinergi Ka-

ranganyar bekerjasama dengan mul-

tistakeholder. Di antaranya perban-

kan, motivator, BPJS Ketenagaker-

jaan, afiliator, dan pemerintah setem-

pat. Dalam kegiatan yang diikuti seki-

tar 100 pelaku UMKM itu, para pelaku

UMKM juga mendapatkan kiat-kiat

menembus mancanegara. Ditekan-

kan, agar pelaku UMKM tidak takut

menembus pasar ekspor, bahkan

produk usaha skala rumahan juga

bisa menghasilkan produk berstandar

internasional.

Untuk itu, para pelaku usaha mikro

dan kecil juga diberi pengetahuan dan

kemampuan terkait pembuatan,

pengemasan dan perizinan yang ter-

standar, sebelum memasarkan pro-

duknya ke mancanegara. Untuk itu,

para pelaku UMKM juga perlu diberi

pendampingan, sampai benar-benar

mampu memasarkan produknya di

mancanegara.

Ketua Umum Dewan Kerajinan Na-

sional (Dekranas), Selvi Gibran Raka-

buming juga mengungkapkan hal itu

saat melantik pengurus Dekranas

masa bakti 2024-2029 di Gedung II

Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin

(13/1). Menurutnya, pengurus De-

kranas akan memayungi dan membi-

na para pelaku UMKM di seluruh

Tanah Air untuk terus berkembang

dan berdaya saing.

Ia mengajak berbagai pihak ikut

mewujudkan cita-cita besar Presiden

Prabowo untuk membawa Indonesia

menjadi negara maju melalui Astagita.

Diharapkan program Dekranas be-

nar-benar mampu mengembangkan

UMKM sampai di berbagai daerah,

sampai daerah-daerah terpencil.

Dengan demikian UMKM benar-be-

nar bisa naik kelas.

Menurutnya, di bawah kepemim-

pinan Presiden Prabowo Subianto,

pemerintah berkomitmen menjadi-

kan UMKM sebagai motor pengger-

ak ekonomi. Tidak hanya di jajaran

para menteri, komitmen ini juga

dilaksanakan oleh Solidaritas Pe-

rempuan Untuk Indonesia (Seruni)

Kabinet Merah Putih, yang berang-

gotakan para pendamping menteri/

lembaga, untuk turut mendukung

dan berperan dalam menyukseskan

program Kabinet Merah Putih dalam

mengembangkan UMKM.

Kalau dicermati, potensi memang

ada di seluruh wilayah Indonesia.

Tidak berlebihan kalau pengembang-

an UMKM menjadi salah satu prioritas

program pemerintah. Harus disadari,

bahwa produk UMKM selalu membu-

tuhkan sentuhan inovasi dan kreasi,

serta didukung dengan teknologi mo-

dern, dari berbagai pihak.

Bagimana nasib UMKM kita saat ini

dan masa mendatang? Tentunya na-

sib UMKM masih akan sangat mem-

butuhkan niat baik dan aksi nyata

berbagai pihak. Bagaimana hasil

kurasi UMKM? Tidak cukup hanya

jargon, apalagi hanya janji-janji.

Sudah ditegaskan oleh Selvi, pro-

duk UMKM Indonesia juga banyak

diminati di mancanegara. Untuk itu, ia

mendorong terciptanya ide-ide kreatif

yang dapat memperluas pasar pro-

duk UMKM Indonesia di luar negeri.

Selama periode lima tahun ke depan,

Dekranas harus bisa terus membawa

UMKM tampil dalam berbagai pamer-

an di luar negeri, sekaligus meman-

tapkan pasar produk UMKM di man-

canegara. ❑ - f

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas.
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